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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
Motto: 

  

 

Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah 

jalani dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan. 

 

 
 

(Amelia Miranda) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara 

Indonesia. Hampir sebagian besar penerimaan negara saat ini diperoleh dari 

pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara dianggap suatu 

yang wajar, tatkala sumber daya alam. Khususnya hasil pertambangan yang 

tidak bisa lagi diandalkan. Hal ini dikarenakan penerimaan dari suatu sumber 

daya alam bersifat relatif dan terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak 

bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak,sumber penerimaan ini 

mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak 

(Resmi,2009: 2). 

          Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan 

peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara guna 

mengimplementasikan pembangunan nasional. Pajak pada umumnya 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan 

dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk 

rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib 

membayar pajak (Rahayu,2017: 32). 

           Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan 

diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai 
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kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak 

menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan 

dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat 

Pemberitahuan. 

           Kantor Bersamsa SAMSAT Palembang 1 merupakan tempat para wajib 

pajak kendaraan bermotor Palembang 1 untuk melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas. Kantor Bersama SAMSAT Palembang 1 ini juga 

terdiri dari 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Ilir Barat II, Ilir Barat I, Ilir Timur 

I, dan Bukit Kecil. Makin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor 

dan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor mengakibatkan 

perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat. Namun pelayanan publik 

pemerintah ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat 

memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat terutama pada Kantor 

Samsat Palembang 1. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan 

masyarakat dikarenakan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, antrian 

terlalu panjang dan sampai menunggu lama.  

           Adapaun keluhan dari masyarakat sulitnya pengurusan perpanjangan 

STNK. Masyarakat pun juga banyak belom mengetahui pembayaran pajak 

bisa dari rumah yang disebut e-Samsat sehingga masyarakat masih melakukan 

pembayaran pajak dengan manual. 
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           Adapun kasus yang diakses dari bisnis.com (2020) bahwa Penerimaan 

Pajak Sumsel belum mencapai 50%. Kinerja itu disebabkan oleh pandemi 

karena sepanjang covid-19 dalam satu hari pembayaran pajak dari wajib pajak 

(WP) turun signifikan dari biasanya mencapai Rp.9 Miliar sampai Rp.10 

Miliar, sekarang Rp.3 Miliar sampai Rp.4 Miliar dalam satu hari. Ia 

mengatakan rincian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru mencapai 

41,90%   

           Adapun kasus lainnya yang diakses dari infopublik (2021)  mengenai 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diakses dari info publik 

(2021) Kota Palembang, bahwa Bapenda Sumsel gelar razia Kepatuhan Wajib 

Pajak. Dalam pelaksanaan Razia itu, UPTB Samsat Palembang III, ada 26 

kendaraan roda dua yang pajaknya menunggak dan 7 kendaraan roda empat. 

Tabel I.1 

Data Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di 

SAMSAT Palembang 1 Tahun 2018-2020 

 

No Tahun Unit Kendaraan Jumlah Pendapatan 

1 2018 14.207 7.081.825.010 

2 2019 16.028 20.352.323.142 

3 2020 32.269 41.899.060.075 

Jumlah 62.504 69.333.208.227  

    Sumber : Bapenda Sumatera Selatan 

           Dari tabel tersebut, dapat dilihat di Palembang 1 mengalami 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun 

ketahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan 

bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain: kemampuan masyarakat 

dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi dikarenakan alat transportasi 
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sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk 

memiliki kendaraan bermotor sangatlah mudah. 

           Saat pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, memiliki 

syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan 

bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan 

penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan 

bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian 

bermotor. 

           Kualitas pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Amanda dkk (2013) Pelayanan fiskus yang baik, 

mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan 

penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan 

perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan 

perpajakan yang berlaku. Apabila petugas Samsat UPTB Palembang 1 bisa 

memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut 

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi 

penerimaannya.  

           Peneliti terdahulu menurut Marieta dan Rubiatto Biettant (2018) 

menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh pada terhadap 

kaptuhan wajib pajak, semakin baik pelayanan maka semakin baik pula 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian Novita Sari 

(2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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           Faktor yang menyebabkan WP tidak patuh dalam membayar PKB, 

diantaranya karena karakter atau perilaku WP itu sendiri,antrian dan birokrasi 

yang panjang ketika datang ke kantor samsat, pelayan yang diberikan kurang 

memuaskan serta jarak antara dengan kantor samsat yang begitu jauh sehingga 

wajib pajak tidak termotivasi melaksanakan pembayaran pajak kendaraan. 

           Kasus yang terjadi di Samsat Muaraenim dan Gelumbang merupakan 

salah satu contoh kasus pelayanan pajak kendaraan bermotor dimana 

masyarakat sehingga warga mengeluh kesulitan membayar pajak kendaraan 

bermotor dikarenakan warga Gelumbang harus ke Samsat Muaraenim untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor. Masalah ini disebabkan oleh belum 

adanya pembagian kewenangan antara Samsat Muaraenim dengan Gelumbang 

(iNewsSumsel.Id,2021).  

           Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang 

menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas 

sangat diperlukan untuk mengontrol kapatuhan wajib pajak, wajib pajak 

cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat 

merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang 

melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan 

peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang 

diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-

undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi 

pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang 

perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi 
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pidana. Sanksi adminitrasi dapat berupa bunga,denda, dan kenaikan sanksi 

perpajakan.  

           Penelitian terdahulu mengenai sanksi perpajakan telah dilakukan 

Mahesa Adhi Pratama (2021) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh sinifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 

penelitian Muhammad (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

           Kasus yang di akses dari news.com,2020 sanksi pajak yang pernah 

terjadi adalah Direktur Operasional PT. DC pada tanggal 5 Agustus 2020 telah 

divonis 5 Tahun 6 bulan dan Denda 20,5 Miliar karena telah melakukan tindak 

pidana di Bidang Perpajakan dan tidak Pidana pencucian uang. Kasus tersebut 

terjadi pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan cara menggunakan 

faktur Pajak tidak sah untuk mengecilkan jumlah Pajak terhutang yang 

seharusnya disetorkan oleh PT.DC ke kas Negara dan dilaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak. 

           Untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tersebut, 

pemerintah berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk kemudahan bagi 

masyarakat dalam membayar pajaknya. Dengan mengadakan layanan sistem 

baru yaitu e-Samsat dimana sistem ini dapat digunakan untuk masyarakat 

dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mudah, karena 

sistem ini diakses secara online melalui smartphone yang mana sudah hampir 

semua kalangan masyarakat memilikinya dan melakukan pembayaran melalu 

M-Banking atau ATM yang telah ditentukan. Pengembangan inovasi ini terus 
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ditingkatkan bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan dan tidak memiliki 

waktu cukup untuk membayar pajaknya.  

           Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih 

memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri 

beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan 

pajak. Layanan e-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor yang dilakukan melaui  e-Banking atau ATM Bank yang telah 

ditentukan. Dengan adanya layanan  tersebut dapat memudahkan wajib pajak 

dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk 

mengurus pajak kendaraan tersebut.  

           Bapenda Provinsi Sumatera Selatan membuat program dengan nama e-

Dempo Samsat SUMSEL sebagai salah satu solusi guna mempermudah wajib 

pajak untuk meningkatkan layanan dan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. Selain untuk pembayaran kendaraan bermotor juga sebagai 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Samsat meluncurkan Aplikasi 

Samsat Online Nasional (Samolnas), Elektronik Data dan Sistem Pajak Online 

( E-Dempo), dan Samsat Online Sistem (SOS) Pada tanggal 29 September 

2019. 

           Fasilitas e-Samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan 

bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa 

harus membutuhkan waktu yang lama, terhindar dari denda Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Namun fasilitas ini juga memiliki kekurangan, diantaranya: 
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kendaraan yang terblokir akibat belum membayar Pajak Kendaraan pada tahun 

sebelumnya, tidak dapat menggunakan kemudahan dalam fasilitas e-Samsat. 

e-Samsat dominan bekerja sama dengan Bank Pemerintah, sehingga 

menjadikan fasilitas ini kurang fleksibel, serta kurangnya sosialisasi fasilitas 

ini kepada masyarakat luas. Sehingga, kualitas publikasi fasilitas e-Samsat 

kepada masyarakat sangat dibutuhkan demi mengangkat fasilitas ini agar 

dapat lebih bersaing dengan fasilitas lainnya yang dimiliki Kantor Bersama 

SAMSAT dalam meningkatkan Penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB). Peneliti terdahulu menurut Hartanti, Rr Karina Alviani,Ratiyah (2020), 

menyimpulkan bahwa e-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

           Kasus yang diakses dari sumselupdate.com yang terjadi di Banyuasin 

tentang penyelewengan dana penerimaan pajak, dimana modus yang 

dilakukan pegawai Dispenda dan pegawai Bank SUMSEL Babel 

bersekongkol mengubah nominal pembayaran pajak sekurang-kurangnya 50% 

dari tagihan ke Wajib Pajak. Kemudian setoran Wajib Pajak yang diambil 

tersebut dibagikan dengan 60% untuk kepala UPTD dan 40% untuk kedua 

terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan. Terkait putusan 

hakim ini, penasihat hukum kedua terdakwa merasa mengaku kecewa. Karena 

hingga kini, kasus tersebut hanya menjerat bagian pelaksanaan lapangan 

sehingga aktor intelektualnya, yakni kepala UPTD tidak tersentuh. 

           Keberadaan aplikasi e-samsat, sebagai bentuk dukungan dari Bank 

SUMSEL Babel untuk mendorong transaksi non tunai dan peningkatan Pajak 
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Kendaraan Bermotor. Selain melalui teller dan ATM, Bank SUMSEL Babel 

juga memberikan kemudahan bagi masyarakat SUMSEL untuk membayar 

pajak kendaraan bermotornya dari mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke 

kantor SAMSAT hanya cukup melalui aplikasi e-samsat. Dapat dilihat dari 

data pembayaran e-samsat dibawah ini: 

 

Tabel I.2 

Data Perkembang Pembayaran Pajak melalui e-Samsat dari Tahun 2019-

Desember 2021 

 

Tahun Unit Kendaraan Jumlah Pendapatan Persentase % 

2019 288.289 253.281.644.410 40,4% 

2020 274.165 240.811.913.285 38,4% 

2021 133.235 133.182.128.400 21,2% 

Jumlah 695.689 627.275.686.095 100% 

    Sumber : Bapenda Sumatera Selatan 

           Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak melalui e-

Samsat dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2019 ke 2021 

mengalami penurunan dari unit kendaraan dan juga pendapatannya. Masih 

banyak wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan manual atau datang 

ke Samsat dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya.  

           Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pelayanan Fiskus, 

Sanksi Pajak dan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat UPTB 

Palembang 1. 
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B. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah : 

1. Apakah pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan e-samsat berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

SAMSAT UPTB Palembang 1 ? 

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

SAMSAT UPTB  Palembang 1? 

4. Apakah E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak SAMSAT 

UPTB Palembang 1 ? 

 

C. Tujuan Masalah 

           Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki 

tujuan ialah untuk mengetahui pengaruh pelayaan fiskus, sanksi perpajakan 

dan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT UPTB Palembang  

 

D. Manfaat Penelitian 

           Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagi Penulis 

Dapat pengetahuan dan mendapatkan informasi tentang pengaruh 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan e-samsat terhadap kepatuhan 

wajib pajak di SAMSAT UPTB Palembang 1. 
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2. Bagi Samsat UPTB Palembang 1 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan masukan kepada Samsat UPTB Palembang 1 dalam menganalisis 

pengaruh pelayanan fiksus, sanksi perpajakan, dan e-samsat terhadap 

kepatuhan wajib pajak di Samsat UPTB Palembang 1. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk perkembangan penelitian 

sebelumnya dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 
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